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SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 442 1)

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ,
tentang Desa,;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

e O b

10.

11:

12,

13.

14.

Provinsi adalah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali..
Gubernur adalah Gubernur Bali.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Bali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten
/Kota se Bali.;

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Perbekel adalah Pejabat yang dipilih oleh penduduk desa
secara langsung dan disahkan serta dilantik oleh Bupati.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk
atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa
dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi
serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh  Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Partisipasi  adalah  keikutsertaan dan  keterlibatan
masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan
pembangunan;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Perbekel.
Pembinaan adalah  pemberian pedoman, standar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,
monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pembinaan LPM adalah sebagai pedoman atau acuan dalam
pembinaan, penataan pengembangan dan pemberdayaan LPM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pembinaan LPM adalah sebagai petunjuk teknis pembinaan,
penataan pengembangan dan pemberdayaan LPM, sesuai
jenjang guna memberdayakan seluruh potensi masyarakat Bali.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LPM mempunyai tugas:

a. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra
dalam memberdayakan masyarakat desa/Kelurahan; dan

b. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

LPM mempunyai fungsi :

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam
pembangunan;

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

¢. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat;

- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

e. menumbuhkembangkan dan  menggerakkan prakarsa,
partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan

f. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi
sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.



BAB 1V
PEMBINAAN

Pasal 6

Pembinaan LPM Provinsi meliputi:

a. memberikan pedoman pelaksanaan LPM, meliputi: memberikan
bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta
pemberdayaan LPM , pembinaan pelaksanaan TUPOKSI LPM;

b. memberikan bantuan fasilitasi program dan biaya operasional
kepada LPM, meliputi pendampingan teknis penyusunan RPJM
dan RKP, melakukan program pemberdayaan pelestarian
lingkungan (go clean and green );

c. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan
produk hukum daerah tentang LPM yang meliputi;
pembentukan tim advokasi peraturan daerah provinsi maupun
Kabupaten/Kota melibatkan LPM di masing-masing jenjang.;

d. melakukan pengawasan dan pengkajian produk hukum produk
Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan LPM;

e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan
masyarakat meliputi; orientasi, bintek, TOT, diklat khusus dan
study banding LPM;.dan

f. memberikan penghargaan atas prestasi LPM tingkat Provinsi.

Pasal 7

Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota
dalam penyelenggaraan pembinaan.

Pasal 8

(1) Gubernur membentuk Tim dalam melaksanakan pembinaan
LPM.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Gubernur dapat memberikan bantuan operasional kepada LPM
Provinsi dalam bentuk hibah/pendanaan lainnya setiap tahun
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi, dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak
mengikat.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Maret 2014

GUBERNUR BALLI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 12
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